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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis berkembang dengan demikian dinamis. Demi 

etika sebuah bisnis yang baik, orientasi bisnis kini bukan hanya 

pada pencapaian laba yang tinggi, Profit-oriented bukan lagi 

menjadi perspektif utama bagi sebuah entitas bisnis. Entitas yang 

profit-oriented dianggap hanya menguntungkan dirinya sendiri 

sehingga entitas tersebut akan melakukan apapun untuk 

meningkatkan labanya. Profit-oriented membuat sebuah entitas 

bisnis menjadi egoistik dengan hanya mementingkan kepentingan 

dirinya sendiri, yaitu memaksimalkan laba dan mengabaikan 

kepentingan pihak-pihak lain.
1
  

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya 

keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera juga menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan 

yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, 

hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, 

mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang 

tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya 

kebutuhan hidup.
2
 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil’alamîn, sangat 

memperhatikan keseimbangan jasmani dan rohani. Salah satu 
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buktinya adalah konsep zakat. Zakat adalah ibadah mâliyah 

ijtima’iyyah
3
 yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan 

menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi 

pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, 

zakat termasuk salah satu rukun Islam (rukun ketiga) dari rukun 

Islam yang lima,
4
 zakat menjadi bukti terealisasikannya konsep 

keseimbangan, disamping itu zakat merupakan ibadah dalam 

bidang harta yang mengandung tujuan dan hikmah yang demikian 

besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat 

(muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dizakatkannya, 

maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.
5
  

Secara khusus tujuan dan hikmah zakat mengandung fungsi 

yang lebih luas dibidang ekonomi. Baik dari sudut pendanaan, 

fungsi penanaman modal, dan fungsi pemerataan.
6
 Sebaliknya 

dalam perspektif ekonomi tidak ada bukti yang menunjukan bahwa 

zakat menjadikan masyarakat menjadi miskin.
7
  

Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat dengan 

berbagai perubahannya, kajian keislamanpun mengalami 

perkembangan yang tidak kalah pesat, maka semakin kompleks 
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aturan-aturan yang belum pernah dibahas dalam literatur fiqih 

klasik, salah satunya adalah masalah zakat perusahaan, sehingga 

muncul perdebatan dikalangan ulama apakah perusahaan 

dikenakan kewajiban membayar zakat atau tidak. 

Dalam fiqih klasik zakat hanya diwajibkan pada individu 

muslim bukan atas nama kelompok atau perusahaan. Menurut 

ulama klasik subjek zakat atau muzakki secara umum diterangkan 

bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, dewasa, 

yang berakal, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah 

tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula,
8
 bukan berupa badan 

ataupun perusahaan. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya 

telah ditetapkan pokok-pokoknya, baik dalam al-Qur’an maupun 

as-Sunnah, yaitu berupa hasil bumi, hasil peternakan, hasil 

pertanian, barang yang diperdagangkan, emas dan perak.  

Dalam kitab fiqih klasik Fathul Muin harta yang wajib 

dizakati ada lima, yaitu emas, perak, harta dagangan, bahan 

makanan serta binatang ternak.
9
 Begitu pula dalam kitab fiqih 

klasik Fathul Qorîb harta yang dizakati meliputi hewan piaraan, 

emas dan perak, makanan pokok, buah-buahan dan harta 

dagangan.
10

 

Klasifikasi ini tampaknya kurang memadai lagi dengan 

keadaan sekarang. Fiqih zakat yang sudah ada dan diajarkan di 

lembaga-lembaga pendidikan Islam, hampir seluruhnya hasil 
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perumusan para ahli beberapa abad yang lalu yang banyak 

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat masa itu.  

Perkembangan itu terlihat pada jenis-jenis harta yang 

dizakati. Oleh karena itu, ulama kontemporer memperluas harta 

benda yang dizakati dengan menggunakan ijtihad kreatif yang 

berada dalam batasan-batasan syari’ah. Yusuf Qardhawi adalah 

salah seorang ulama kaliber dunia yang mewakili ulama 

kontemporer dalam kitabnya Fiqh Zakat membagi al-Amwal az-

Zakawiyah kepada 9 katagori: 1) Zakat binatang ternak, 2) Zakat 

emas dan perak, 3) Zakat kekayaan dagang, 4) Zakat hasil 

pertanian, meliputi tanah pertanian, 5) Zakat madu dan produksi 

hewani, 6) Zakat barang tambang dan hasil laut, 7) Zakat investasi 

pabrik, gedung, dll. 8) Zakat pencarian jasa dan profesi, 9) Zakat 

saham dan obligasi.
11

  

Sementara Didin Hafidhuddin dalam bukunya berjudul 

“Zakat Dalam Perekonomian Modern” mengemukakan jenis harta 

yang wajib dizakati sebagai berikut: a) Zakat profesi. b) Zakat 

perusahaan. c) Zakat surat-surat berharga. d) Zakat perdagangan 

mata uang. e) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan. f). Zakat 

madu dan produk hewani. g) Zakat investasi properti. h) Zakat 

asuransi syari’ah. i) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung 

walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis. j). Zakat 

sektor rumah tangga modern.  

Akan tetapi dalam hal zakat perusahaan Didin Hafidhuddin 

berpendapat bahwa zakat perusahaan sebagai muzakki artinya 

zakat perusahaan diasumsikan seperti manusia yang mempunyai 
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kewajiban berzakat. Zakat perusahaan adalah sebuah fenomena 

baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab 

fiqih klasik. Ulama kontemporer berijtihad dengan memperluas 

subjek zakat dan objek zakat dengan dasar hukum zakat 

perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada 

zakat perdagangan.  

Ada yang berpendapat bahwa zakat perusahaan 

dikhawatirkan dapat menimbulkan zakat ganda, karena individu 

sebetulnya telah diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang 

dimilikinya. Di dalam Al-Qur’an juga hanya disebutkan pokok-

pokoknya saja yang kemudian diperjelas dengan hadist-hadist Nabi 

SAW. Penjabaran dalam kitab-kitab fiqih klasik juga tidak 

sepenuhnya relevan dengan kondisi zaman sekarang dengan 

semakin kompleksnya permasalahan. Pertumbuhan ekonomi 

sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa 

misalnya tidak tertampung oleh fiqih yang telah ada itu.
12

  

Masalah zakat perusahaan adalah salah satu permasalahan 

yang tidak ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, dalam 

hal ini tentunya memerlukan hukum baru yang mampu menjawab 

ketidak-pastian dan keragu-raguan masyarakat luas.  

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat, BAB I pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “Zakat mâl 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang 

dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha”. Diantara 
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subjek zakat yang wajib mengeluarkan zakat menurut Undang-

Undang tersebut adalah badan usaha.  

Pada tataran dunia masalah zakat perusahaan sudah ada 

yang membahas yakni pada muktamar internasional pertama 

tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H. atau 3 April 

1984 M, muktamar tersebut merekomendasikan bahwa perusahaan 

wajib mengeluarkan Zakat, karena perusahaan termasuk kedalam 

syakhsan i’tibaran (badan hukum yang dianggap orang atau 

syakhsan hukmiyyah) menurut Mustafa Ahmad Zarka yang dikutip 

oleh Masduki dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Zakat”, oleh 

karena diantara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, 

menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja 

sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara 

bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT 

dalam bentuk zakat. tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu 

juga wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan penghasilan dan 

nisabnya.
13

 

Mengenai zakat perusahaan atau badan usaha ini pada 

praktek pengelolaannya di Indonesia juga sudah dimasukkan 

sebagai harta sumber zakat, sebagaimana terdapat dalam Undang-

undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk 

meneliti tentang zakat perusahaan, sehingga penulis mengambilnya 

sebagai karya ilmiah dengan judul penelitian: “Pandangan Ulama 

Tentang Zakat Perusahaan” dengan lokasi penelitian di Baznas 

Kabupaten Serang. 
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B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, batasan 

masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah 

peneliti dalam memahami dan menjaga fokus masalah yang 

peneliti kaji, sehingga perlu diadakannya batasan masalah. 

Batasan masalah yang penulis maksud dalam penelitian ini 

yaitu pada pandangan ulama tentang zakat perusahaan, penelitian 

ini akan dilaksanakan di Baznas Kabupaten Serang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pandangan ulama tentang zakat perusahaan? 

2. Bagaimana metode istinbath hukum perhitungan zakat 

perusahaan di Baznas Kabupaten Serang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang zakat 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum perhitungan 

zakat perusahaan di Baznas Kabupaten Serang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 
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maupun secara praktis, adapun kedua manfaat tersebut penulis 

paparkan sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini 

dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya 

dalam membahas mengenai pandangan ulama tentang zakat 

perusahaan. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur 

dan referensi oleh peneliti selanjutnya. 

2. Praktis 

Secara praktis, hasil peneliti ini digunakan sebagai salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Fakultas Hukum 

Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten. 

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sebagai bahan literatur dalam penulisan skripsi ini, maka 

peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang relevan dengan 

masalah penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Adapun 

sebagai acuan literatur penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rif’an Muhajirin, yang 

berjudul perusahaan sebagai muzakki (Studi di Dompet Peduli 

Umat Darut Tauhid Jogjakarta). yang mengupas tentang konsep 

penetapan zakat oleh Dompet Peduli Umat Darut Tauhid 

Jogjakarta terhadap Zakat Perusahaan.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Ali Farhan yang berjudul Metode 

perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Minakjinggo yang 
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mengupas perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. 

Minakjinggo dari berbagai metode perhitungan.  

3. Jurnal yang ditulis oleh Parman Komarudin dengan judul 

Perusahaan sebagai subjek zakat dalam perspektif fikih dan 

peraturan perundangan. Hasil penelitiannya mengungkapkan 

bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa 

memiliki arti syakhṣiyyah i‘tibāriyyah (badan yang disetarakan 

dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk 

mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan sendiri telah diakomodir 

di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2011. Bahkan Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan oleh 

pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga 

telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan 

zakatnya.
14

 

4. Artikel yang ditulis oleh Agustianto yang berjudul Hukum 

Zakat Perusahaan yang mengupas dalil-dalil atau pertimbangan-

pertimbangan ulama kontemporer dalam berijtihad tentang 

Zakat Perusahaan  

Demikianlah hasil penelitian terdahulu yang relevan 

dengan masalah penelitian ini. Berdasarkan yang telah 

disampaikan di atas, sejauh penelusuran penulis belum ada 

penelitian yang mengkaji tentang Pandangan Ulama Tentang Zakat 

Perusahaan 
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G. Kerangka Pemikiran 

Yusuf Qardhawi yang mewakili ijtihad kontemporer 

misalnya, membagi kategori zakat ke dalam Sembilan kategori; 

zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi 

uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah 

pertanian, zakat madu, dan produksi hewan, zakat barang 

tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-

lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta 

obligasi.
15

 

Pada tataran dunia masalah zakat perusahaan sudah ada 

yang membahas yakni pada muktamar internasional pertama 

tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H. atau 3 April 

1984 M, muktamar tersebut merekomendasikan bahwa perusahaan 

wajib mengeluarkan Zakat, karena perusahaan termasuk kedalam 

syakhsan i’tibaran (badan hukum yang dianggap orang atau 

syakhsan hukmiyyah) menurut Mustafa Ahmad Zarka yang dikutip 

oleh Masduki. 

Mengenai zakat perusahaan atau badan usaha ini pada 

praktek pengelolaannya di Indonesia juga sudah dimasukkan 

sebagai harta sumber zakat, sebagaimana terdapat dalam Undang-

undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

Zakat dalam ungkapan al-Qur’an setidaknya ada empat, 

yakni Shadaqah, Haq, Nafaqah dan al-Afuw.
16
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1. Shadaqah, sebagaimana dalam Q.S. at-Taubah/9 : 103.  

                          

            

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka 

dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S. 

at-Taubah: 103.).
17

 
 

2. Haq, sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Anam/6 : 141 

                       

                        

                         

        

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon 

korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam 

buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk 

dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 

makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam 

itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di 

hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan 

kepada fakir miskin); dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 
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menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S. al-

Anam: 141).
18

 

 

3. Nafaqah, sebagaimana terdapat dalam Q.S. at-Taubah/9: 34 

                     

                   

                       

     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi 

dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan 

harta orang dengan jalan batil dan mereka 

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. 

dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak 

dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka 

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka 

akan mendapat) siksa yang pedih,” (Q.S. at-Taubah: 

34).
19

 
 

4. Al-Afuw, sebagaimana dalam terdapat Q.S. al-A’Raf/7: 199 

                     

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari 
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116. 
19

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya… 

207 
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pada orang-orang yang bodoh” (Q.S. al-A’Raf: 

199).
20

 
 

Perintah zakat dalam al-Qur’an, antara lain Allah Ta’ala 

berfirman dalam Q.S. Al - Hajj/22: 78 : 

                       

                        

                     

                   

      

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad 

yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan 

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 

agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang 

tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu 

sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan 

(begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu 

menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua 

menjadi saksi atas segenap manusia, Maka 

dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah 

Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung 

dan sebaik- baik penolong” (Q.S. Al - Hajj: 78).
21
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Dalam ayat Q.S. Al - Ahzab/33: 33 

                     

                       

                     

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan 

janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan 

dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah 

Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah 

bermaksud hendak menghilangkan dosa dari 

kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu 

sebersih-bersihnya” (Q.S. Al - Ahzab: 33).
22

 

 

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maaliah 

ijtima’iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu 

sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan masyarakat 

melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam Q.S. At -

Taubah/9: 60. 

                          

                     

            

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, 

pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 

                                                             
22
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dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah 

dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At -Taubah/9: 60)
23

 
 

Zakat bersifat sebagai suatu kewajiban yang harus 

ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun 

ada prinsip-prinsip yang mengatur. Diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

a. Prinsip keyakinan agama (faith)  

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa 

pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi 

keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan 

zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya. 

b. Prinsip pemerataan (equity) dan keadilan  

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas 

menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil 

kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.  

c. Prinsip produktifitas (productivity) dan kematangan  

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa 

zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah 

menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya 

dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang 

merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.  
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d. Prinsip nalar (reason)  

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan 

dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan 

bertambah banyak.  

e. Prinsip kebebasan (freedom)  

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya 

dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta 

rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar 

zakat untuk kepentingan bersama.  

 

 

 

f. Prinsip etik (ethic) dan kewajaran  

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat 

tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan 

akibat yang akan ditimbulkan.
24

 

Dengan berjalannya waktu dan zaman yang berubah, maka 

seiring itu terjadi perubahan pola usaha yang semakin komplek 

diberbagai bidang usaha, maka varian zakatpun bertambah seiring 

dengan syarat harta dikenakan harus ada harta yang berkembang 

dan tumbuh. Karena apabila kita hanya bertumpu pada pemahaman 

zakat pada fiqih klasik akan menimbulkan ketidak adilan di 

masyarakat, contoh nyata ketika punya tetangga yang beternak 

ayam dengan omset perbulannya bisa mencapai puluhan juta dan 

tidak dikenakan pajak dengan alasan tidak ada dalil, sementara 
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petani padi yang hasilnya tidak seberapa harus dikenakan zakat, 

inilah yang akan menimbulkan keresahan umat.  

 

Pembagian Zakat terdiri atas 2 macam, yaitu:  

a. Zakat Nafs (jiwa)  

Sebutan lain dari zakat nafs adalah zakat fitrah, 

merupakan zakat yang berfungsi untuk menyucikan diri. Waktu 

untuk mengeluarkannya pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 

1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat fitrah diwajibkan pada 

tahun kedua hijriyah. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan 

adalah satu sha’ (3 ½ liter) makanan pokok atau bisa berupa 

uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan 

pangan atau makanan pokok tersebut.  

b. Zakat Maal (zakat harta)  

Yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, 

apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. 

Adapun jenis- jenis harta yang wajib diambil zakatnya terdiri 

atas lima macam, yaitu : 1. Binatang ternak. 2. Emas dan perak. 

3. Hasil pertambangan. 4. Harta Dagang. 5. Hasil pertanian.
25

 

Adapun menurut Yusuf Qardhawi sebagai salah seorang 

ulama kaliber dunia yang mewakili ulama kontemporer yang 

mempunyai pandangan luas dalam kitabnya Fiqh Zakat membagi 

al-amwal az-zakawiyah kepada 9 kategori:  1. Zakat binatang 

ternak  2. Zakat emas dan perak 3. Zakat kekayaan dagang 4. Zakat 

hasil pertanian, meliputi tanah pertanian, 5. Zakat madu dan 
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produksi hewani 6. Zakat barang tambang dan hasil laut 7. Zakat 

investasi pabrik, gedung, dll. 8. Zakat pencarian jasa dan profesi, 9. 

Zakat saham dan obligasi.
26

 

Adapun objek penelitian penulis adalah tentang zakat 

perusahan yang mana sifatnya masih baru dan tidak ada contoh 

kongkret pada zaman Rasulullah, yang dimaksud dengan zakat 

perusahaan disini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai 

sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan 

dibuktikan dengan kepemilikan saham (corporate). Para ulama 

kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori 

zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan 

ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan, pada umumnya 

berporos kepada kegiatan trading atau perdagangan. Dengan 

demikian, setiap perusahaan di bidang barang (hasil 

industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.
27

 

Namun yang perlu dipertimbangkan adalah, bahwa tujuan 

zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima 

zakat, tetapi berubah menjadi pembayar zakat (Muzakki).
28

 

 

H. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam 

normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bertujuan 

menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan 

kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik. Dengan kata lain, 

penelitian normatif melakukan penyelidikan karya intelektual 

dan biografinya.
29

 

2. Sifat Penelitian 

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu 

dengan mencoba menyajikan data-data mengenai objek 

penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan pendekatan yang sesuai.
30

 Pada penelitian ini, 

penulis hendak memaparkan dan menjelaskan pandangan ulam 

tentang Zakat Perusahaan, kemudian pendapat tersebut akan 

dianalisis oleh penulis dengan cara menguraikan data yang 

terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa 

menguatkan atau melemahkan tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun untuk 

menjawab pokok masalah adalah dengan menggunakan 

Pendekatan Normatif dan Pendekatan Yuridis, yaitu melalui al-

Qur’an, Hadis, qiyas dan pendapat-pendapat ulama yang 

berkenaan dengan zakat perusahaan, serta Undang-undang yang 

mempunyai relevansi dengan penelitian ini. 

4. Sumber Bahan 
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Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka sumber bahan hukum yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri 

dan mempelajari literatur, dokumen dan peraturan-peraturan 

hukum yang ada kaitannya dengan zakat perusahan, yang 

bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder:  

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, bahan 

hukum primer yang penulis gunakan adalah 

1) Al-Qur’an dan Hadist;  

2) Ijtihad (Ijma dan Qiyas) Ulama;  

3) Undang Undang No. 23 tahun 2011tentang pengelolaan 

zakat  

4) Permenag no 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara 

perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta 

pendayagunaan zakat untuk usaha produktif  

5) Keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia 

III dipadang panjang tanggal 26 Januari 2009 tentang 

penyaluran zakat dalam bentuk asset kelolaan. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer seperti buku-buku atau literatur dan bahan 

hukum sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan 

zakat perusahaan. 

 



21 

 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan dokumentasi.  

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis 

secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik 

lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Analisis 

kualitatif adalah merupakan analisis data yang tidak 

menggunakan angka-angka, melainkan memberikan gambaran-

gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya 

ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan 

kuantitas.
31

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika yang digunakan dalam membahas karya 

ilmiah ini, penulis buat dalam lima bab, adapun sistematika 

pembahasan yang penulis paparkan adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, penelitian terdahulu yang relevelan, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang Pengertian  

Zakat, Syarat Zakat, Dasar Hukum Zakat, Syarat dan Rukun Zakat, 

Jenis Harta yang Wajib Dizakati, Hikmah Zakat; Zakat yang 

memuat: Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan, dan Jenis Zakat 
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dalam Pandangan Ulama; Zakat Perusahaan yang memuat: 

Pengertian Perusahaan, Jenis Perusahaan yang Terkena Wajib 

Zakat, Perhitungan Zakat Perusahaan. 

Bab III Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Serang 

yang menguraikan tentang: Profil BAZNAS Kabupaten Serang, 

yang memuat Latar Belakang Pendirian BAZNAS Kabupaten 

Serang, Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten Serang, Struktur 

Organisasi BAZNAS Kabupaten Serang, Fungsi dan Tugas Pokok 

Pengurus BAZNAS Kabupaten Serang, Visi dan Misi BAZNAS 

Kabupaten Serang,  Kesekertariatan dan Tujuan dan Program Kerja 

BAZNAS Kabupaten Serang; Daftar Perusahaan (Muzaki) di 

Kabupaten Serang; dan Penyaluran Dana Zakat Perusahaan Oleh 

Baznas Kabupaten Serang. 

Bab IV Pandangan Ulama tentang Zakat Perusahaan yang 

memuat: Pandangan Ulama Mengenai Zakat Perusahaan, Ulama 

yang Memperbolehkan Zakat Perusahaan, Istinbath Hukum 

Perhitungan Zakat Perusahaan Menurut Pandangan Ulama; dan 

Penyaluran Zakat Perusahaan Menurut Pandangan Ulama. 

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. 


